BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR: 100.3.3.2-329-TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KONSERVASI KEKAH
DI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa guna menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat
hewan dan tumbuhan sebagai upaya menjamin kelestarian
fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan serta untuk
mencegah kepunahan spesies endemik kekah dari sumber
daya genetik lokal yang disebabkan oleh kerusakan habitat
dan pemanfaatan yang tidak terkendali melalui kegiatan
konservasi keanekaragaman hayati;

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum terhadap kawasan Taman Keanekaragaman Hayati
Konservasi Kekah Di Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati
Konservasi Kekah di Pemerintah Daerah;

—

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, serta
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6953);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukkan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukkan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
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Kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Singing dan Koz
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2008 Nomor 7, Tambzhan Lembaran Negarz
Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatzazn
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 4725) scbagaimana telah diubzh beberapz kzb
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tzhun 2022
tentang Penetapan Peraturan Pemerintzh Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptz Kerjz
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negzra Republk
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambzhan Lembearzn
Negara Indonesia Nomor 6856};

4. Undang-Undang Nomor 32 Tzhun 2002 ienizng
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungen  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 20072
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tzhun 2014 tentzng
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubdlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambshan Lembarzn
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagzimznz telzn
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perzturzn
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undzng
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesiz
Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tzhun 2021 tentzng
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolazan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tzhun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29
Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman
Hayati di Daerah;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Xehutznzn
Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/201%8
tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 1228);

9, Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021
Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati Konservasi Kekah di
Pemerintah Daerah.
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KEDUA ¢ Kawasan Taman Keanekaragaman Hayatl Konservasi Kekak
berlokasi JI. Gunung Gundul Desa Harapnn Jaya Kecarmntarn
Bunguran Tengah dengan luas wilayah 39,4379 Ha,

KETIGA ¢ Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati Konservasi Kekah
bertujuan antara lain:

a. mencegah dan menjagn  kepunahan spesies  endemik
kekah;

b. menyediakan sumber ckosistern  untuk  menjaminm
kelestarian penyagga kehidupan kekah; dan

c. melindungi kekayaan ckosistemn alam dan memelihara
proses ekologi maupun keseimbangan ekosistern secara
berkelanjutan.

KEEMPAT . Kawasan Taman Keanckaragaman Hayati Konservasi Kekah
dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna
yang mempunyai tugas antara lain:

a. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;

b. menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan
lingkungan yang schat, indah dan bersih;

c. pemanfaatan atas lokasi, sarana dan prasarana dengan
memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan: dan

d. melaksanakan Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan Kawasan Taman Keanckaragaman Hayati
Konservasi Kekah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pengelola Kawasan Taman
Keanekaragaman Hayati Konservasi Kekah yang dilaksanakan
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna bertanggung,
jawab kepada Bupati.

KEENAM . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal V¥ Juvy 2025

NATUNA,
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